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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang 

lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
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huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ....َ يْ

 Fathah dan wau au a dan u .....َ وْ 

 

Contoh: 

 

 kataba كَتبََ  -

 fa`ala فعَلََ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ...ىَ ...ا َ

ya 

ā a dan garis di atas 

ى...  ِ  
Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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و...  ِ  Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 

 qāla قاَلَ  -

 ramā رَمَى -

 qīla قيِْلَ  -

 yaqūlu قوَْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t” 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh :  

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl    رَوْضَةُ الْْطَْفاَلِ  -

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah     الْمَدِيْنةَُ الْمُنوََّ

 talhah                طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 

tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh :  
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لَ  -  Nazzala    نزََّ

 Al-Birru     الْبرِ   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh : 

جُلُ  -  ar-rajulu      الرَّ

 al-qalamu       الْقلَمَُ  -

 asy-syamsu   الشَّمْسُ  -

 al-jalālu   الْجَلََلُ  -

 

Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  

 ta’khużu    تأَخُْذُ  -

 syai’un    شَيْئ   -

 an-nau’u   النَّوْءُ  -

 inna      إِنَّ  -

 

G. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 

lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  

ازِقيِْنَ  - َ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ   Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha  وَإِنَّ اللََّّ

fahuwa khairurrāziqīn 

ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَابسِْ  - مِ اللََّّ        Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

ِ الْعاَلمَِيْنَ  - ِ رَب   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil  الْحَمْدلُِِلَّّ

`ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm         الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh : 

ُ غَفوُْر  رَحِيْم   -   Allaāhu gafūrun rahīm     اللََّّ

ِ الُْْ  - مُوْرُ جَمِيْعاًلِِلَّّ     Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

 

"I give up trying, at least for today, Lying is lying, it's never okay, Bend it all you want, 

Hide it all you can" 

— Pamungkas, Closure 

 

“Now I find myself in my own blood (Never thought I'd lie in my own blood) The 

damage done is far beyond repair. I never put my faith in up above (Never had much 

faith in up above) But now I'm hoping someone's there.” 

— Avenged Sevenfold, Danger Line 

 



 

xv 

 

ABSTRAK 

 

Ahmad Vaelasuf, NIM 10322143. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai 

Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007). Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tatanegara, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I 

Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih menjadi masalah serius yang 

berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu perdagangan, dan menurunkan 

kepatuhan hukum masyarakat. Permasalahan penelitian fokus pada kewenangan 

pelaksanaan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan serta efektivitas koordinasi 

keduanya dalam pengawasan rokok ilegal, termasuk hambatan yang muncul di 

lapangan.Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan 

yang menghubungkan ketentuan hukum dan fakta di lapangan. Data primer diperoleh 

melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Bea Cukai Tegal dan 

Satpol PP Kota Pekalongan. Data sekunder berupa peraturan-peraturan-undangan, buku, 

jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen pengawasan. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian telah berjalan sesuai kerangka 

hukum. Bea Cukai mempunyai kewenangan utama dalam pemeriksaan, pengawasan, 

penindakan, dan penyidikan di bidang cukai, sedangkan Satpol PP berperan secara 

komplementer melalui pengawasan lapangan, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan 

operasi bersama. Koordinasi diwujudkan melalui pertukaran informasi, pembentukan 

satuan tugas, komunikasi rutin, dan operasi gabungan. Namun efektivitas pengawasan 

belum optimal karena luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel Bea Cukai, jarak 

kelembagaan, keterlambatan tindak lanjut, resistensi sosial, serta rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pelaporan. Dalam perspektif Al-Mawardi, pembagian tugas 

mencerminkan amanah dan koordinasi mencerminkan musyawarah, tetapi keduanya 

belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan.ecara normatif, sinergi Bea Cukai dan 

Pemerintah Kota Pekalongan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

dan prinsip Siyasah Dusturiyah. Secara empiris, pengawasan masih menghadapi 
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ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas pengawasan, 

percepatan tindak lanjut, penguatan saluran pelaporan, dan peningkatan partisipasi 

masyarakat diperlukan agar penegakan hukum bea cukai lebih efektif dan berorientasi 

pada kemaslahatan umum. 

Kata kunci: Rokok Ilegal, Bea Cukai, Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Siyasah 

Dusturiyah. 
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ABSTRACT 

 

Ahmad Vaelasuf, Student ID 10322143. A Siyasah Dusturiyah (Constitutional Law) 

Perspective on the Authority of Customs and Local Government Regarding the 

Supervision of Illegal Cigarettes in Pekalongan (A Study of Law Number 39 of 2007). 

Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State 

Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.I. 

The Circulation Of Illegal Cigarettes In The Greater Pekalongan Area Remains A Serious 

Issue With The Potential To Reduce State Revenue, Disrupt Trade, And Diminish Public 

Legal Compliance. The Research Focuses On The Operational Authority Of The Customs 

Office And The Pekalongan City Government, As Well As The Effectiveness Of Their 

Coordination In Supervising Illegal Cigarettes, Including Obstacles Encountered In The 

Field. The Study Employs An Empirical Legal Research Method, Linking Legal 

Provisions With Actual Conditions On The Ground. Primary Data Were Obtained 

Through Semi-Structured Interviews With Informants From The Tegal Customs Office 

And The Pekalongan City Public Order Agency (Satpol PP). Secondary Data Consisted 

Of Legislation, Books, Journals, Previous Studies, And Supervision-Related Documents. 

Data Were Analyzed Using A Descriptive-Qualitative Approach Involving Data 

Reduction, Data Presentation, And Conclusion Drawing. The Results Indicate That The 

Division Of Authority Has Proceeded In Accordance With The Legal Framework. 

Customs Holds Primary Authority Regarding Inspection, Supervision, Enforcement, And 

Investigation In The Excise Sector, While Satpol PP Plays A Complementary Role 

Through Field Monitoring, Information Gathering, Public Outreach, And Joint 

Operations. Coordination Is Realized Through Information Exchange, The Formation Of 

Task Forces, Routine Communication, And Joint Operations. However, The Effectiveness 

Of Supervision Remains Suboptimal Due To The Vast Operational Area And Limited 

Customs Personnel, Institutional Distance, Delays In Follow-Up Actions, Social 

Resistance, And Low Public Participation In Reporting. From Al-Mawardi’s Perspective, 

The Division Of Tasks Reflects A Mandate Of Trust (Amanah), And Coordination Reflects 

Consultation (Musyawarah); However, Neither Has Been Fully Effective During The 
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Implementation Stage. Normatively, The Synergy Between Customs And The Pekalongan 

City Government Aligns With Law Number 39 Of 2007 And The Principles Of Siyasah 

Dusturiyah (Islamic Constitutional Governance). Empirically, However, Enforcement 

Activities Still Reveal Discrepancies Between Regulations And Actual Implementation. 

Enhancing Supervisory Capacity, Accelerating Follow-Up Actions, Strengthening 

Reporting Channels, And Increasing Public Participation Are Essential To Making 

Customs Law Enforcement More Effective And Oriented Toward The Public Interest. 

Keywords: Illegal Cigarettes, Customs, Pekalongan City Government, Municipal Police 

(Satpol PP), Siyasah Dusturiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban menjamin 

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara 

adalah penerimaan dari sektor cukai, khususnya cukai hasil tembakau yang selama 

bertahun-tahun menjadi kontributor signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tahun 2025, penerimaan kepabeanan dan 

cukai ditargetkan mencapai lebih dari Rp300 triliun, dengan porsi dominan berasal 

dari cukai hasil tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bea cukai bukan hanya 

masalah fiskal, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas pembangunan 

nasional. Namun optimalisasi penerimaan tersebut masih menghadapi ancaman serius 

berupa peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai resmi.1 

Fenomena rokok ilegal tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan 

permasalahan global yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara. Organisasi 

Kesehatan Dunia melalui Framework Convention on Tobacco Control menilai 

perdagangan gelap produk tembakau menimbulkan kerugian pendapatan negara, 

memperluas akses konsumsi karena harga murah, serta melanggar kebijakan 

pengendalian tembakau. Dalam konteks nasional, rokok ilegal umumnya berbentuk 

rokok polos tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau salah peruntukan. 

Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran sistem yang melibatkan produksi, 

distribusi, hingga pemasaran. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal memerlukan 

pendekatan lintas sektor dan koordinasi antarlembaga, bukan semata-mata penindakan 

pidana.2 

Khususnya tingkat daerah, wilayah Pekalongan memiliki karakteristik ekonomi 

yang dinamis karena berada di jalur strategis Pantura dan memiliki mobilitas 

                                                     
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Anggaran pembelanjaan belanja negara”. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-62-tahun-2024.  diakses pada 1 (7 agustus 2026).  
2 Organisasi Kesehatan Dunia. “Protokol untuk menghilangkan perdagangan ilegal produk 

tembakau”. https://fctc.who.int/resources/publications/9789241505246?utm_source=chatgpt.com. Diakses 

(14 agustus 2026.) 

https://fctc.who.int/resources/publications/9789241505246?utm_source=chatgpt.com
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perdagangan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Pekalongan berpotensi menjadi jalur 

distribusi berbagai komoditas, termasuk rokok ilegal. Berdasarkan informasi 

Pemerintah Kota Pekalongan, pada tahun 2025 aparat Bea Cukai berhasil menyita 

lebih dari 20 juta batang rokok ilegal di wilayah Pekalongan Raya. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih berada pada tingkat yang disalin 

dan memerlukan pengawasan berkelanjutan, Fenomena peredaran rokok ilegal di 

Pekalongan masih menunjukkan tingkat yang tinggi dan belum mengalami penurunan 

yang signifikan. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pekalongan, sepanjang tahun 

2025 Bea Cukai berhasil menyita lebih dari 20 juta batang rokok ilegal, yang 

menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi permasalahan serius di wilayah 

Pekalongan Raya. Bahkan sekitar 90% rokok ilegal terdeteksi pada jalur distribusi 

sebelum sampai ke tingkat pengecer, yang mengindikasikan adanya jaringan distribusi 

yang terorganisir serta lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan.3 

Permasalahan utama dalam pengawasan rokok ilegal bukan hanya terletak pada 

keberadaan pelaku usaha ilegal, namun juga pada efektivitas koordinasi antara instansi 

yang memiliki kewenangan. Secara normatif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

memiliki kewenangan utama dalam pengawasan barang kena cukai. Namun, 

pemerintah daerah melalui perangkat daerah juga memiliki fungsi penting dalam 

penegakan peraturan umum, pengawasan perdagangan, sosialisasi hukum, dan 

fasilitas operasi bersama.  

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi 

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki 

kewenangan di bidang cukai, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah 

dalam pelaksanaannya. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai memberikan dasar hukum bagi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan 

                                                     
3 Pemerintah Kota Pekalongan. “Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih tinggi”, 

https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-

ilegal.html?utm_source=chatgpt.com (diakses 19 juni 2025). 

https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com
https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com
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kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi, serta operasi bersama dalam rangka 

pemberantasan rokok ilegal. Dengan demikian, Bea Cukai memiliki kewenangan 

utama dalam penegakan hukum di bidang cukai, sedangkan pemerintah daerah 

berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pengawasan dan pemberantasan 

peredaran rokok ilegal di tingkat daerah. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi 

penting mengingat peredaran rokok ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian 

penerimaan negara, tetapi juga mengganggu perdagangan dan menampilkan 

kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap 

rokok ilegal sangat ditentukan oleh kewenangan pelaksanaan masing-masing lembaga 

sesuai ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Cukai dan Pasal 10 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 22 Tahun 2026.4 

Pemilihan Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi 

empiris yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu jalur distribusi 

perdagangan yang strategis di kawasan Pantura sehingga memiliki mobilitas barang 

yang tinggi. Selain ditemukannya jutaan batang rokok ilegal oleh Bea Cukai di 

wilayah Pekalongan Raya, fenomena peredaran rokok ilegal juga masih ditemukan 

pada tingkat pengecer dan toko-toko kecil di masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian 

pedagang tidak menampilkan rokok ilegal secara terbuka di etalase, melainkan 

menyimpannya di tempat tertentu dan hanya menjualnya kepada pembeli yang telah 

mengetahui merek atau jenis rokok yang dimaksud. Pola penjualan seperti ini 

menunjukkan adanya distribusi yang bersifat terselubung dan sulit diawasi oleh aparat 

penegak hukum. Kondisi tersebut menjadikan Pekalongan sebagai wilayah yang 

menarik untuk diteliti karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan 

hukum mengenai larangan peredaran rokok ilegal dengan praktik yang masih 

berlangsung di lapangan. 

Konteks pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis 

sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum 

                                                     
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (2007). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 105). 
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di wilayah daerah. Keterlibatan Satpol PP dalam operasi gabungan bersama Bea Cukai 

menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam pengawasan 

lapangan, penertiban aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan, serta 

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan peredaran 

rokok ilegal. Selain itu, keterbatasan jangkauan pengawasan yang dimiliki Bea Cukai 

sebagai instansi vertikal pemerintah pusat menjadikan Satpol PP sebagai mitra utama 

pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas pengawasan di tingkat lokal. Oleh 

karena itu, keberadaan dan peran Satpol PP menjadi indikator penting dalam menilai 

keberhasilan sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal serta mewujudkan ketertiban 

hukum dan kemaslahatan masyarakat. 

Perspektif hukum tata negara Islam, sinergi antarlembaga negara merupakan 

bagian dari konsep Siyasah Dusturiyah, yaitu tata kelola pemerintahan yang 

berlandaskan prinsip keadilan, amanah, kewenangan pembagian, dan kemaslahatan 

umum. Pemerintah wajib menjalankan fungsi kekuasaan secara terkoordinasi agar 

kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika 

koordinasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah berjalan lemah, maka potensi 

kerugian negara, ketidaktertiban perdagangan, dan rendahnya kepatuhan hukum 

masyarakat akan semakin meningkat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan rokok 

ilegal. Banyak masyarakat yang masih membeli atau menjual rokok tanpa bea cukai 

karena harganya lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas maupun 

dampaknya terhadap negara. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak 

hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan preventif melalui 

edukasi dan sosialisasi hukum. Oleh karena itu, isu penting dikaji dari sisi hukum 

positif, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan Islam.5 

Konteks pengawasan rokok ilegal, kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan rokok ilegal dapat dipahami 

                                                     
5 Gojali, MA, Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. “Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan 

penyelundupan barang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di 

Kota Bandung”. Sosio Politik, 15 (2), (2025). hal 159–170.  
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sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan untuk mencegah kerugian negara serta 

menciptakan izin perdagangan. pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang 

melanggar hukum juga sejalan dengan konsep hisbah , yaitu kewenangan pemerintah 

dalam mengawasi dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. 

Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian penerimaan negara, tetapi 

juga merusak kepatuhan hukum dan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, 

pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bentuk kebijakan yang 

bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum ( maslahah ). Kaidah fiqh menyatakan 

“Tasarruful imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil maslahah” yang berarti kebijakan 

pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. 

Perspektif hukum Islam, Gojali, Sutiana, dan Tresnayadi (2025) mengkaji 

penindakan penyelundupan barang berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota 

Bandung. sedangkan Prasandi menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Cukai dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah6, Kedua penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa konsep fiqh siyasah dapat digunakan untuk 

menganalisis kewenangan pemerintah dan efektivitas kebijakan negara. Namun fokus 

kajian belum secara spesifik menyoroti sinergi pengawasan rokok ilegal antara Bea 

Cukai dan pemerintah daerah di tingkat lokal.7 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, 

mayoritas penelitian masih fokus pada aspek penegakan hukum pidana atau peran 

tunggal Bea Cukai, belum menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai objek 

utama penelitian. Kedua, kajian berbasis Siyasah Dusturiyah lebih banyak membahas 

penyelundupan barang secara umum, namun tidak diarahkan pada isu rokok ilegal 

sebagai permasalahan sosial-ekonomi daerah. Ketiga, belum banyak penelitian yang 

mengambil lokus Kota Pekalongan, padahal wilayah ini memiliki karakteristik 

strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi di jalur Pantura. 

                                                     
6 Prasandi, JADI (nd). Implementasi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang bea masuk 

terhadap peredaran rokok perspektif siyasah tanfidziyah . 

https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.

com (diakses pada 4 september 2026). 
7 Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan penyelundupan barang berdasarkan Peraturan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung. Sosio Politik, 15 (2), hal 159–

170.  

https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.com
https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.com
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Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan batasan tersebut dengan fokus 

analisis pada “Sinergitas Kewenangan Antara Bea Cukai Dan Pemerintah Kota 

Pekalongan Dalam Pengawasan Rokok Ilegal”, lalu menilainya melalui perspektif 

Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek 

normatif, tetapi juga realitas empiris koordinasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan 

dampaknya terhadap pelanggaran hukum serta kemaslahatan masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang yang sudah di paparkan di atas peneliti akan memaparkan 

dua rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana pembagian dan pelaksanaan kewenangan KPPBC TMP C Tegal dan 

Pemerintah Kota Pekalongan Satpol PP dalam pengawasan peredaran rokok ilegal 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?  

2. Bagaimana Kewenangan bea cukai dan Pemerintah daerah dalam pengawasan 

peredaran rokok ilegal perspektif Siyasah Dusturiyah prinsip amanah dan 

musyawarah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan 

maka dapat di kemukakan tujuan penelitian antara lain: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pembagian dan pelaksanaan kewenangan KPPBC 

TMP C Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan Satpol PP dalam pengawasan 

peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Kewenangan bea cukai dan Pemerintah 

daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal perspektif Siyasah Dusturiyah 

prinsip amanah dan musyawarah 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk implementasi antara Bea 

Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal, serta 

menelaah efektivitas sinergi kewenangan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah 
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Dusturiyah . Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan struktural 

maupun sosial yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan di lapangan. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Negara 

Islam, khususnya pengembangan konsep Siyasah Dusturiyah dalam konteks 

hubungan otoritas antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Secara praktis, 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bea Cukai, Pemerintah Kota 

Pekalongan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi 

pengawasan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan 

masyarakat. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Kewenangan 

Sumber, batas, dan pelaksanaan kekuasaan lembaga negara dalam 

menjalankan tugas pemerintahan dijelaskan oleh teori kewenangan. Kewenangan 

dalam hukum administrasi negara adalah wewenang formal yang diberikan oleh 

peraturan-undangan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk melakukan 

tindakan hukum publik.  Setiap tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar 

yang sah dapat dianggap cacat hukum.8 Tanpa dasar kewenangan yang sah, setiap 

tindakan pemerintah dapat dianggap cacat hukum. 

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah tiga cara pemerintah dapat memiliki 

otoritas, menurut Philip M. Hadjon.9 Atribusi adalah wewenang undang-undang 

yang diberikan kepada lembaga negara. Mandat adalah pelimpahan yang 

berwenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa melepaskan tanggung 

jawabnya, sedangkan delegasi adalah pelimpahan berwenang dan tanggung jawab 

dari pejabat yang satu ke pejabat lain. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, 

penindakan, penyidikan, dan pemungutan cukai atas barang kena cukai. 

Pengawasan terhadap peredaran rokok, baik legal maupun ilegal, termasuk dalam 

                                                     
8 Indroharto. Usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara . Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, (2002). Hal 90–91 
9 Hadjon, PM. Pengantar hukum administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah 

Mada). (2005). Hal 78 
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kewenangan tersebut.10 Sebaliknya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman 

dan persetujuan umum, mengawasi kegiatan usaha, memberikan perlindungan 

kepada masyarakat, dan membantu pembangunan di daerah.11 

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga 

memungkinkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dapat digunakan untuk memberantas rokok 

ilegal, dapat digunakan. Dalam praktiknya, otoritas pemerintah daerah untuk 

mengawasi distribusi rokok yang melanggar hukum meliputi kegiatan sosialisasi 

ketentuan cukai, operasi bersama dengan Bea Cukai, pengawasan peredaran barang 

di pasar, pembinaan pedagang, hingga dukungan terhadap kepatuhan umum melalui 

Satpol PP. Pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator koordinasi antar 

instansi di tingkat lokal guna meningkatkan efektivitas pengawasan. 

Perbedaan sumber kewenangan antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah 

menunjukkan bahwa kedua institusi memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda, 

tetapi saling berkaitan. Bea Cukai berwenang pada aspek fiskal dan kepabeanan, 

sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan wilayah, pembinaan 

masyarakat, dan penertiban perdagangan lokal. Oleh karena itu, pengawasan rokok 

ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi agar kewenangan 

masing-masing lembaga saling melengkapi. 

Teori kewenangan dalam penelitian ini dipakai untuk menganalisis 

bagaimana batas kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, bentuk kerja 

sama yang dapat dilakukan, serta kemungkinan hambatan yang muncul akibat 

tumpang tindih kewenangan atau lemahnya koordinasi. Jika diizinkan dilaksanakan 

sesuai aturan dan dikoordinasikan dengan baik, maka pengawasan rokok ilegal akan 

berjalan lebih efektif. 

Selain itu, teori kewenangan juga relevan untuk melihat hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam sistem 

                                                     
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (2007). 
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

(2014). 
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desentralisasi, pemerintah daerah diberi urusan mengurus ruang urusan daerah, 

namun tetap harus bersinergi dengan instansi vertikal pusat dalam isu strategis 

nasional. Pengawasan rokok ilegal merupakan salah satu isu strategis karena 

mencakup penerimaan negara dan penyelamatan ekonomi nasional. 

2. Teori Siyasah Dusturiyah 

Salah satu cabang fiqh siyasah, siyasah dusturiyah membahas tata kelola 

pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, sistem ketatanegaraan, 

pembagian kekuasaan, pelaksanaan hukum, serta prinsip-prinsip keadilan dalam 

pemerintahan menurut perspektif Islam.12 Secara etimologis, Siyasah Dusturiyah 

dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata negara dan konstitusi dari sudut 

pandang hukum Islam karena kata “dusturiyah” berasal dari kata “dustur”, yang 

berarti konstitusi atau dasar aturan negara. 

Tradisi pemikiran Islam klasik, Siyasah Dusturiyah dikembangkan oleh para 

ulama seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Wahhab Khallaf. Menurut 

Al-Mawardi, negara dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia 

agar tercipta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberi amanah 

untuk menjalankan kekuasaan secara adil, melindungi hak-hak rakyat, serta 

mencegah kemudaratan yang dapat merusak kehidupan sosial.13 Pemikiran tersebut 

menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana 

untuk mewujudkan kemaslahatan umum. 

Konsep utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah amanah, keadilan, 

musyawarah, ketaatan pada hukum, dan maslahah. Berikut penjelasan mengenai 

konsep syiasah dusturiah: 

a. Prinsip Amanah menegaskan bahwa setiap pejabat atau lembaga pemerintah 

wajib menjalankan kewenangan yang diberikan negara secara bertanggung 

jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam penelitian ini, 

amanah tercermin pada kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta 

Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

                                                     
12 Iqbal, M. Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam . (Jakarta: Grup Prenadamedia). 

(2014). Hlm. 2 
13 Al-Mawardi. (2006). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 
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peredaran rokok ilegal secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai memiliki amanah menjaga 

penerimaan negara dari sektor bea cukai, sedangkan pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab menjaga perdagangan dan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. Apabila kedua lembaga tersebut tidak 

menjalankan tugasnya secara maksimal, maka akan muncul kerugian negara, 

lemahnya penegakan hukum, dan meningkatnya peredaran rokok ilegal di 

masyarakat. 

b. Prinsip Musyawarah pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama 

antar pihak dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Dalam penelitian 

ini, musyawarah diwujudkan melalui bentuk sinergi antara Bea Cukai dan 

Pemerintah Kota Pekalongan dalam melakukan operasi bersama, pertukaran 

informasi, sosialisasi hukum, serta penyusunan strategi pengawasan rokok 

ilegal. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga 

saja karena peredaran rokok ilegal melibatkan jaringan distribusi yang luas. 

Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga agar kebijakan 

pengawasan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

dalam pelaksanaannya.14 

Lima konsep utama Siyasah Dusturiyah, peneliti memfokuskan kajian pada 

dua prinsip utama, yaitu prinsip amanah dan prinsip musyawarah. Prinsip amanah 

digunakan untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Bea Cukai dan Pemerintah 

Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas pengawasan rokok ilegal secara 

bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan-undangan. Sementara itu, prinsip 

musyawarah digunakan untuk menilai bentuk koordinasi, kerja sama, dan sinergitas 

antara kedua lembaga dalam melaksanakan pengawasan dan pemberantasan 

peredaran rokok ilegal. Pemilihan kedua prinsip tersebut didasarkan pada fokus 

penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan otoritas dan efektivitas 

koordinasi antarlembaga dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Konteks penelitian ini, Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai teori besar 

                                                     
14 Iqbal, M. Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam . Jakarta: Grup Prenadamedia 

(2014). Hal 214 
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karena objek penelitian berkaitan dengan hubungan kewenangan antara Bea Cukai 

sebagai instansi vertikal pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Kota 

Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal. Sinergi antarlembaga tersebut dapat 

dinilai dari sudut pandang ketatanegaraan Islam, apakah telah mencerminkan 

prinsip amanah, kerja sama, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan 

terhadap rokok ilegal bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi mencakup 

perlindungan hak publik atas penerimaan negara, pencatatan perdagangan, dan 

perlindungan masyarakat dari produk ilegal. 

Rokok ilegal menyebabkan kerugian negara, merusak persaingan usaha yang 

sehat, serta menyatakan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya 

pengawasan melalui sinergi antar lembaga merupakan bentuk kebijakan publik 

yang harus diorientasikan pada kemaslahatan. Kaidah fiqh yang relevan 

menyatakan: Imam Tasarruful 'alar ra'iyyah manutun bil mashlahah (Kebijakan 

pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat). 

Teori Siyasah Dusturiyah menjadi dasar normatif untuk menilai apakah 

koordinasi Bea Cukai dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan prinsip 

pemerintahan yang baik menurut hukum Islam. 

3. Teori Efektivitas Hukum 

Soerjono Soekanto menciptakan teori efektivitas hukum untuk menentukan 

seberapa efektif hukum dapat berfungsi dan ditaati dalam masyarakat. Menurut 

Soekanto, ada lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum: 

faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan 

kebudayaan hukum.15 

a. Faktor hukum itu sendiri, yakni substansi aturan yang jelas, konsisten, dan 

dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini, dasar hukum utama untuk 

pengawasan rokok ilegal adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai. Jika norma hukumnya jelas dan tegas, maka aparat lebih 

mudah melaksanakan pengawasan. 

b. Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk 

                                                     
15 Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers (2014). 

Hal 17-19 
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menjalankan hukum seperti Bea Cukai, kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah 

daerah. Profesionalitas, integritas, serta koordinasi antaraparat sangat 

menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika aparat bekerja sendiri-

sendiri tanpa sinergi, maka efektivitas hukum akan menurun. 

c. Faktor sarana dan fasilitas mencakup segala bentuk dukungan yang 

membantu pelaksanaan penegakan hukum, seperti anggaran, teknologi, 

operasional kendaraan, sistem informasi, serta sumber daya manusia. Dalam 

penelitian ini, pengawasan rokok ilegal membutuhkan fasilitas yang memadai 

karena wilayah Pekalongan memiliki mobilitas perdagangan yang tinggi dan 

menjadi jalur distribusi strategis di Pantura. Bea Cukai dan Pemerintah 

Daerah memerlukan sarana seperti kendaraan patroli, alat deteksi pita cukai, 

sistem pengawasan distribusi barang, serta dukungan anggaran dari 

DBHCHT untuk melakukan sosialisasi dan pengoperasian lapangan. 

Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan pengawasan tidak maksimal, 

terutama dalam menjangkau wilayah distribusi yang luas dan menghadapi 

modus peredaran rokok ilegal yang semakin berkembang. 

d. Faktor masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi 

keberhasilan pengawasan. Jika masyarakat masih membeli atau menjual 

rokok ilegal karena harga murah, maka penegakan hukum akan menahan 

tantangan yang signifikan, sehingga edukasi dan sosialisasi menjadi bagian 

penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum.16 

e. Faktor kebudayaan hukum, yaitu nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat 

terhadap hukum. Dalam lingkungan yang menganggap rokok ilegal sebagai 

hal biasa, maka pelanggaran akan terus berulang. Sebaliknya, jika budaya 

hukum masyarakat kuat, maka pengawasan akan lebih mudah berhasil. 

Teori efektivitas hukum sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan 

menilai apakah sinergi antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah mampu 

meningkatkan efektivitas pengawasan rokok ilegal di Pekalongan. Indikator 

efektivitas tersebut dapat dilihat dari berkurangnya peredaran rokok ilegal, 

                                                     
16 Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers (2014). 

Hal 17-19 
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meningkatnya jumlah penindakan, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan 

terciptanya penyebaran barang kena cukai. 

Menggunakan teori Soerjono Soekanto, peneliti dapat menganalisis 

hambatan empiris yang menyebabkan pengawasan tidak optimal. Hambatan 

tersebut bisa berasal dari kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana, 

rendahnya partisipasi masyarakat, maupun lemahnya budaya taat hukum. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian hukum di indonesia telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum 

dengan berbagai bentuk dan versi yang berbeda dengan penelitian saya. Untuk 

memperkaya data dan pengulangan topik, diperlukan kajian serupa dengan topik 

penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penelitian Relevan 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneli

ti 

Judul 

Penelitian 

Metod

e 

Pendeka

tan 

Teori Data dan 

Simpulan 

1 Gojali, 

Sutian

a, dan 

Tresna

yadi 

(2025) 

Tinjauan 

Siyasah 

Dusturiyah 

tentang 

Penindaka

n 

Penyelund

upan 

Barang 

Berdasark

an 

Peraturan 

Direktorat 

Jenderal 

Bea dan 

Cukai 

Nomor P-

53/BC/201

0 di Kota 

Bandung 

Kualita

tif 

Yuridis 

normatif 

Teori Siyasah 

Dusturiyah,mas

lahah, amanah 

peraturan 

dan 

literatur 

hukum. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

tindakan 

Bea Cukai 

dalam 

memberant

as 

penyelund

upan 

merupakan 

bentuk 

perlindung

an 

terhadap 

penerimaa
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n negara 

dan 

kemaslahat

an 

masyarakat 

2 Prasan

di 

Implement

asi 

Undang-

Undang 

Nomor 39 

Tahun 

2007 

tentang 

Cukai 

Perspektif 

Siyasah 

Tanfidziya

h 

Kualita

tif 

Yuridis 

normatif 

Teori Siyasah 

Tanfidziyah 

dan 

implementasi 

kebijakan 

peraturan 

dan kajian 

kepustakaa

n. 

Penelitian 

menyimpul

kan bahwa 

pelaksanaa

n Undang-

Undang 

Cukai 

merupakan 

bentuk 

pelaksanaa

n 

kewenanga

n 

pemerintah 

dalam 

menjaga 

ketertiban 

dan 

penerimaa

n negara. 

3 Akbar 

dan 

Khalid 

(2025) 

Sinergi 

Antar-

Lembaga 

Pemerinta

h dalam 

Penegakan 

Hukum: 

Tinjauan 

Siyasah 

Dusturiyah 

Kualita

tif 

Yuridis 

normatif 

Konsep 

ta'awun, 

amanah, 

keadilan 

studi 

literatur 

dan 

regulasi. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

kerja sama 

antarlemba

ga 

diperlukan 

untuk 

meningkat

kan 

efektivitas 

penegakan 
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hukum 

berdasarka

n prinsip 

Siyasah 

Dusturiyah 

4 Reima

nda 

Zepant

a 

Gintin

g, 

Andry 

Syafri

zal 

Tanju

ng, 

dan 

M. 

Hary 

Angga 

Prata

ma 

Sinaga 

(2024) 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Penegakan 

Hukum 

Pidana 

Terhadap 

Pengedar 

Tembakau 

Ilegal 

Tanpa 

Cukai: 

Ditinjau 

dari 

Perundang

-undangan 

Mengenai 

Cukai 

Penelit

ian 

hukum 

normat

if 

Pendekat

an 

perundan

g-

undanga

n 

Teori 

penegakan 

hukum 

peraturan 

perundang-

undangan 

dan 

literatur 

hukum. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

penegakan 

hukum 

terhadap 

pengedar 

tembakau 

ilegal 

masih 

terkendala 

rendahnya 

kesadaran 

masyarakat

, lemahnya 

pengawasa

n, serta 

masih 

tingginya 

peredaran 

rokok 

tanpa pita 

cukai. 

5 Nadiy

ah 

Putri 

Salsab

ila dan 

Gugus 

Irianto 

(2025) 

Evaluasi 

Pengawasa

n 

Peredaran 

Rokok 

Ilegal oleh 

Seksi 

Penindaka

n dan 

Penyidikan 

Penelit

ian 

kualita

tif 

Pendekat

an 

empiris 

Teori 

efektivitas 

pengawasan 

wawancara 

dan 

observasi 

pada 

KPPBC 

Malang. 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

pengawasa



16 

 

 

 

KPPBC 

Malang 

n Bea 

Cukai 

telah 

berjalan 

cukup 

efektif, 

namun 

masih 

terdapat 

hambatan 

berupa 

keterbatasa

n 

pengawasa

n 

lapangan, 

distribusi 

rokok 

ilegal, dan 

rendahnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pelaporan. 

Sumber: Data Diperoleh Dan Di Olah Oleh Penulis 

 Berdasarkan lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai 

rokok ilegal dan penegakan hukum cukai telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. 

Penelitian Gojali, Sutiana, dan Tresnayadi (2025) meninjau penindakan penyelundupan 

berdasarkan Siyasah Dusturiyah, sedangkan Prasandi mengkaji implementasi Undang-

Undang Cukai dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Akbar dan Khalid (2025) 

menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum berdasarkan 

prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Sementara itu, penelitian Reimanda Zepanta Ginting 

dkk. (2024) lebih berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pengedar tembakau 

ilegal tanpa cukai, dan penelitian Nadiyah Putri Salsabila dan Gugus Irianto (2025) 

mengevaluasi efektivitas pengawasan rokok ilegal oleh Bea Cukai. Persamaan kelima 

penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai penegakan hukum, pengawasan 

cukai, dan peran pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Namun 

demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penegakan hukum 

berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 
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10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 dalam perspektif Siyasah 

Dusturiyah. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah sinergitas 

antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP Kota Pekalongan, dalam 

pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) 

penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum yang melibatkan dua lembaga 

pemerintahan berdasarkan dasar hukum yang berbeda, yaitu kewenangan Bea Cukai 

berdasarkan Undang-Undang Cukai dan peran Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 

Nomor 22 Tahun 2026, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Siyasah 

Dusturiyah. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pendekatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memahami informasi dari berbagai kegiatan ilmiah untuk menjawab pertanyaan 

penelitian berikut:  

1. Jenis Penelitian   

Penelitian ini mengkaji tentang yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui wawancara serta metode pengumpulan data lainnya 

yang dilaksanakan secara langsung di lapangan pada lokasi penelitian. 17Penelitian 

ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum 

empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam 

masyarakat atau bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Menurut Soerjono 

Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang 

diperoleh langsung dari masyarakat atau pihak yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas hukum serta perilaku 

hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma 

hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji kewenangan pelaksanaan Bea Cukai dan 

Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal.18 

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

                                                     
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta), (2017), h. 

137-138. 
18 Fajar, M., & Ahmad, Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar (2010). Hal 5 
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empiris , yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan 

dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah 

Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal serta meninjau pelaksanaannya 

berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.19 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan 

cara meneliti data lapangan untuk mengetahui efektivitas hukum dan perilaku 

masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 

3. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di: 

a) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Tegal 

b) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.  

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterlibatan kedua lembaga dalam 

pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. 

4. Sumber Data   

a) Sumber data dalam penelitian ini, didapatkan melalui pengamatan dari 

lapangan menggunakan penerapan berbagai teknik pengumpulan data 

empiris.20 Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 

informan yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu: Bea Cukai Tegal: 

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan atau petugas yang menangani 

rokok ilegal, Satpol PP Kota Pekalongan; Kepala Bidang Penegakan 

Perda atau anggota Satpol PP yang terlibat dalam operasi rokok ilegal 

b) Data Sekunder: Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri terdiri 

dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum merupakan unsur 

fundamental dalam penelitian hukum, karena ketersediaannya menjadi 

prasyarat utama dalam upaya menemukan dan merumuskan jawaban atas 

permasalahan hukum yang dikaji.21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

                                                     
19 Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Pers). (1986). Hlm 8 
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya), 

(2017), hlm. 186. 
21 Dyah Ochtorina SusantiidaniA’an Efendi, iPenelitian Hukumi(LegaliResearch), 
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2007 tentang Cukai, PMK (Peraturan Mentri Keuangan) No. 22 Tahun 

2026: Mengatur tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBH CHT)., Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, 

Dokumen dan laporan pengawasan rokok ilegal.22 

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dalam penelitian hukum dapat 

diperoleh dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam proses 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara . Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tatap 

muka.23 Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki 

keterkaitan dengan pengawasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Wawancara 

dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun pedoman pertanyaan 

tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan 

penjelasan yang lebih luas mengenai kewenangan pelaksanaan, bentuk koordinasi, 

hambatan yang dihadapi, dan upaya pengawasan rokok ilegal.Teknik pemilihan 

wawancara dilakukan karena dianggap paling efektif dan mudah memperoleh data 

yang berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan kedua lembaga.  

a) Agung Jaya Kusuma Aji, S.H., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekalongan. untuk memperoleh informasi mengenai peran, tugas, dan 

kewenangan Satpol PP dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal di 

Kota Pekalongan, termasuk pelaksanaan koordinasi dengan Bea Cukai serta 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di 

lapangan. 

b) Bapak Abdul Rahman Wahid, selaku petugas pada Seksi Pelayanan 

Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di Kantor Pengawasan dan 

                                                     
i(Jakarta:iSinariGrafika), (2015), Hal 48   

 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya), (2017), h. 186. 
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Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. untuk memperoleh 

informasi mengenai kewenangan Bea Cukai dalam pengawasan dan 

penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, pelaksanaan 

penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

6. Teknik Analisis Data   

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. Data hasil wawancara dijelaskan melalui tiga tahapan, yaitu: 

a) Reduksi data , yaitu memilih dan menggambarkan data yang diperoleh 

dari lapangan. 

b) Penyajian data , yaitu menyusun data dalam bentuk deskripsi yang 

sistematis. 

c) Penarikan kesimpulan , yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang 

diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. 

Hasil analisis kemudian ditinjau menggunakan teori kewenangan, teori 

efektivitas hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah, khususnya prinsip amanah dan 

musyawarah. 

H. Sistematika  Penulisan 

Sistem penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab 

membahas tema penelitian secara komprehensif. 

BAB I PENDAHULUAN, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan prosedur 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, Membahas teori Siyasah Dusturiyah dalam 

menilai tata kelola pemerintahan menurut hukum Islam, teori kewenangan untuk 

menjelaskan kewenangan antar Lembaga, serta teori efektivitas hukum untuk menilai 

keberhasilan pengawasan. 

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Pembahasan pada 

rumusan masalah pertama berisi deskripsi mengenai profil instansi yang menjadi objek 

penelitian, yaitu Kantor Bea Cukai yang memiliki wilayah kerja di Pekalongan dan 



21 

 

 

 

Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, dibahas pula kondisi peredaran rokok ilegal 

di Kota Pekalongan, dasar hukum pengawasan bea cukai, serta bentuk kerja sama yang 

pernah dilakukan antara kedua lembaga tersebut. 

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, Membahas inti penelitian 

yang berisi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai sinergi 

kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan rokok ilegal di 

Kota Pekalongan, tantangan yang dihadapi, Pada bab ini juga dijelaskan hambatan, 

upaya penyelesaian serta analisis berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. 

BAB V PENUTUP. Bagian ini akan membahas kesimpulan dan temuan yang 

sesuai dengan rumusan masalah, tujuan masalah, dan analisis dari bab-bab 

sebelumnya. Selain itu, saran akan diberikan kepada pembaca untuk memberikan 

kritik, informasi, dan saran tentang bagaimana penelitian penelitian ini dapat 

ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai dan Pemerintah 

Kota Pekalongan telah selaras dengan kerangka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Cukai, baik dalam pembagian kewenangan maupun bentuk 

koordinasinya. Bea Cukai menjalankan kewenangan atribusi untuk pengawasan, 

penindakan, dan penyidikan di bidang cukai. Pemerintah daerah melalui Satpol PP 

berperan secara komplementer, yaitu sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi 

bersama berdasarkan Pasal 66A UU Cukai serta Pasal 10 PMK Nomor 22 Tahun 2026 

yang dibiayai DBHCHT, tanpa mengambil alih kewenangan teknis cukai. Koordinasi 

berjalan melalui operasi gabungan, pembentukan satuan tugas, pertukaran informasi, 

dan komunikasi rutin. Penegakan hukumnya proporsional melalui mekanisme 

ultimum remedium bagi warung kecil, sementara pidana difokuskan pada distributor 

besar. Kesesuaian normatif ini belum menghasilkan pengawasan yang efektif. Wilayah 

kerja Kantor Bea Cukai Tegal yang mencakup tujuh daerah, terbatasnya personel, 

jarak kelembagaan yang menyebabkan keterlambatan tindak lanjut, serta resistensi 

sosial dan rendahnya budaya lapor masyarakat menunjukkan kesenjangan antara 

hukum sebagaimana tertulis (law in books) dan pelaksanaannya (law in action). 

Hambatan utama pengawasan karenanya bukan kekosongan atau ketidakjelasan 

hukum, melainkan faktor sarana, masyarakat, dan budaya hukum. 

Kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah Al-Mawardi, kekuasaan adalah 

amanah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia (hirasat al-din wa siyasat 

al-dunya), bukan hak istimewa. Pelaksanaan kewenangan kedua lembaga telah 

mencerminkan prinsip amanah pada tataran kejelasan tugas, karena masing-masing 

bertindak sesuai batas kewenangannya. Pola kerja bersama mereka juga 

mencerminkan semangat musyawarah pada tataran koordinasi. Namun, kedua prinsip 

belum optimal pada tataran pelaksanaan. Amanah menuntut kapasitas dan tindakan 

yang tepat waktu, sedangkan koordinasi yang ada belum cukup cepat dan responsif 
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untuk menjembatani lembaga yang menguasai informasi lapangan dengan lembaga 

yang berwenang menindak. Temuan ini membuktikan sebagian asumsi penelitian: 

aturan telah dipatuhi dan koordinasi telah berjalan, tetapi efektivitas penuh belum 

tercapai karena kapasitas, kecepatan koordinasi, dan dukungan sosial belum memadai. 

Penafsiran koordinasi operasional sebagai musyawarah merupakan analisis peneliti, 

karena bentuknya lebih berupa mekanisme kerja bersama daripada forum deliberatif 

formal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bea Cukai, 

Pemerintah Daerah, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan 

penindakan serta mewujudkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota 

Pekalongan. 

1. Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Tegal, sebagai instansi yang memperoleh kewenangan atribusi di bidang cukai 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disarankan agar 

meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan di Kota Pekalongan. 

Penelitian menunjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tegal mencakup 

tujuh daerah, sehingga operasi dilaksanakan bergiliran dan tindak lanjut atas 

laporan di Kota Pekalongan dapat tertunda. Oleh karena itu, Bea Cukai disarankan 

menyusun prioritas operasi berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah dan 

masyarakat, dengan memberi perhatian pada jalur distribusi dan lokasi yang diduga 

menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal. Bea Cukai juga disarankan 

mengusulkan penguatan kapasitas personel dan sarana pengawasan kepada 

pimpinan instansi di atasnya. Selain itu, Bea Cukai perlu menetapkan standar waktu 

tindak lanjut atas laporan yang dinilai cukup kuat agar jeda antara laporan dan 

penindakan tidak dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan barang. Dalam 

penindakan, pendekatan proporsional melalui mekanisme ultimum remedium 

terhadap pedagang kecil perlu dipertahankan, sementara penegakan pidana tetap 

difokuskan pada pelaku berskala distribusi besar. Sosialisasi ketentuan cukai juga 
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perlu dioptimalkan dengan menekankan manfaat pelaporan dan saluran pelaporan 

yang mudah, karena penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan 

tetapi kesadaran masyarakat untuk melapor masih perlu ditingkatkan. 

2. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, 

disarankan agar mengoptimalkan perannya sesuai batas kewenangan yang 

bersumber dari Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 10 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, yaitu sosialisasi, 

pengumpulan informasi, dan operasi bersama. Satpol PP tidak memiliki 

kewenangan menindak pelanggaran di bidang cukai, sehingga peran yang paling 

strategis adalah sebagai pihak yang lebih dahulu mengetahui kondisi lapangan. 

Untuk itu, Satpol PP disarankan meningkatkan pemantauan terhadap tempat usaha 

dan pedagang eceran yang berpotensi menjual rokok ilegal, serta 

mendokumentasikan temuan secara tertib agar dapat segera dijadikan dasar tindak 

lanjut oleh Bea Cukai. Edukasi kepada pedagang dan penertiban dalam kegiatan 

bersama perlu terus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tanpa melampaui kewenangan penindakan yang menjadi ranah Bea Cukai. 

3. Kepada Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan secara bersama-sama, 

disarankan agar memperkuat sinergi melalui operasi gabungan yang terencana, 

pertukaran data dan informasi yang cepat, serta evaluasi berkala. Operasi gabungan 

perlu dirancang berdasarkan pemetaan lokasi rawan dan dilaksanakan melalui 

mekanisme yang telah berjalan, yakni pemberitahuan rencana operasi dari 

pemerintah daerah kepada Bea Cukai. Pertukaran informasi perlu dilengkapi 

dengan alur komunikasi yang jelas, termasuk narahubung tetap di kedua instansi, 

agar informasi lapangan tidak berhenti pada tahap pelaporan. Evaluasi berkala 

terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan juga perlu dilakukan, terutama 

untuk menilai kecepatan tindak lanjut dan hasil kegiatan yang dibiayai Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pembagian peran yang tegas penting 

dijaga: Bea Cukai bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan, penindakan, dan 

penyidikan, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai pendukung melalui 

pengawasan umum, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan pengamanan kegiatan. 
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Pembagian ini diperlukan agar kewenangan masing-masing lembaga berjalan 

efektif, tidak tumpang tindih, dan tetap sesuai asas legalitas. 

4. Kepada masyarakat dan pelaku usaha, disarankan agar meningkatkan kesadaran 

hukum dengan tidak memperjualbelikan atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai 

yang sah. Pelaku usaha, khususnya pedagang eceran, perlu memahami bahwa pita 

cukai yang sah merupakan tanda pelunasan cukai, dan bahwa peredaran rokok tanpa 

pita cukai merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur 

dalam undang-undang cukai. Pemahaman ini perlu dibarengi sikap kooperatif 

terhadap pengawasan oleh aparat yang berwenang. Masyarakat juga disarankan 

berpartisipasi dengan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada Bea 

Cukai atau Pemerintah Daerah, karena penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pengawasan sangat bergantung pada laporan masyarakat sebagai informasi awal. 

Sebagai penutup, pengawasan peredaran rokok ilegal tidak dapat bertumpu pada 

satu pihak saja. Upaya tersebut membutuhkan komitmen, koordinasi, dan partisipasi 

Bea Cukai, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan. 

Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, penegakan hukum di bidang cukai 

diharapkan dapat berjalan secara efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada 

kemaslahatan masyarakat. 
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